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PENDAHULUAN


1.1. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan salah satu prasyarat utama dalam meningkatkan martabat dan kualitas bangsa. Dalam perubahan apa atau mengenai apapun, pendidikan tetap merupakan faktor utama dalam setiap pertumbuhan dan perkembangan bangsa dan negara, seperti dijelaskan dalam Pasal 3 Undang- Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa :
Fungsi pendidikan nasional adalah mengembangkan kemampuan dan membantu watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.

Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan harus menjadi sarana bagi pewarisan dan pengembangan nilai-nilai, sikap dan norma yang sesuai dengan watak dan martabat bangsa ini.
Sampai saat ini, ada anggapan bahwa mutu pendidikan masih rendah. Salah satu indikator yang menunjukkan mutu pendidikan adalah hasil Ujian Nasional. Meski banyak mengundang kontraversi, tetapi setidak-tidaknya hasil ujian nasional bisa dijadikan sebagai tolok ukur awal terhadap rendahnya mutu pendidikan kita. Bila ditilik lebih jauh, rendahnya mutu pendidikan bangsa ini tidak bisa lepas dari kondisi para guru sebagai salah satu unsur penyelenggara pendidikan. Guru mempunyai posisi dan peranan yang sangat penting dan strategis dalam keseluruhan upaya pencapaian mutu pendidikan.
Sukmadinata (2005:191) mengemukakan bahwa pendidikan berintikan interaksi antara pendidik (guru) dan peserta didik (siswa) untuk mencapai tujuan-tujuan pendidikan. Pendidik, peserta didik, dan tujuan pendidikan merupakan komponen utama pendidikan. Ketiganya membentuk suatu triangle, jika hilang salah satu komponen, hilang pulalah hakikat pendidikan. Dalam situasi tertentu tugas guru dapat diwakilkan atau dibantu oleh unsur lain seperti oleh media teknologi, tetapi tidak dapat digantikan. Mendidik adalah pekerjaan profesional, oleh karena itu guru sebagai pelaku utama pendidikan merupakan pendidik profesional. Sebagai pendidik professional, guru bukan saja dituntut melaksanakan tugasnya secara profesional, tetapi juga harus memiliki pengetahuan dan kemampuan profesional.
Baedhowi menyatakan (2009) bahwa dalam pembangunan sektor pendidikan, guru merupakan pemegang peran yang amat sentral. Guru adalah jantungnya pendidikan. Sebagus dan semodern apapun kurikulum dan perencanaan strategis pendidikan dirancang, jika tanpa guru yang berkualitas, tidak akan membuahkan hasil yang optimal. Artinya pendidikan yang unggul tetap tergantung pada kondisi mutu guru. Pernyataan ini jelas menggambarkan besarnya tanggung jawab seorang guru terhadap penciptaan pendidikan yang bermutu.
Sinyalemen lain beranggapan bahwa kemerosotan pendidikan bukan diakibatkan oleh kurikulum tetapi oleh kurangnya kemampuan profesionalisme guru dan keengganan belajar siswa. Profesionalisme menekankan kepada penguasaan ilmu pengetahuan atau kemampuan manajemen beserta strategi penerapannya. Profesionalisme bukan sekadar pengetahuan teknologi dan manajemen tetapi lebih merupakan sikap, pengembangan profesionalisme lebih dari seorang teknisi bukan hanya memiliki keterampilan yang tinggi tetapi memiliki suatu tingkah laku yang dipersyaratkan.
Hasil penelitian lain juga menunjukkan bahwa kualitas pendidikan ditentukan oleh 60% kualitas guru. Jika kualitas gurunya jelek, maka 60% jelek pula kualitas pendidikan. Sebaliknya jika kualitas gurunya baik, maka 60% kualitas pendidikan juga baik dan 40% lainnya dipengaruhi oleh berbagai faktor lainnya. Artinya jika pendidikan ingin maju, maka harus dimulai dulu dari gurunya. Guru benar-benar menjadi faktor kunci  kalau ingin memajukan pendidikan.
Undang-undang sistem pendidikan nasional (Sisdiknas) No. 20 Tahun 2003, UU Guru dan Dosen No. 14 Tahun 2005, PP No. 19 Tentang Standar Nasional Pendidikan, secara singkat menyatakan bahwa guru yang  berkualitas atau yang berkualifikasi baik adalah yang memenuhi standar pendidik, menguasai materi/isi pelajaran sesuai dengan standar isi, menghayati dan melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan standar proses pembelajaran.
Mengingat akan besarnya tanggung jawab seorang guru, maka diperlukan upaya-upaya yang lebih signifikan dalam rangka meningkatkan kompetensi guru secara optimal. Dengan meningkatnya kompetensi guru diharapkan bermuara pada peningkatan mutu pendidikan. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah adalah pemberian sertifikat pendidik untuk guru. Sertifikasi guru pada hakikatnya untuk meningkatkan kesejahteraan guru dan sekaligus untuk meningkatkan kualitas guru.
Fakta bahwa guru telah tersertifikasi merupakan dasar asumsi yang kuat, bahwa guru telah memiliki kompetensi. Kompetensi guru tersebut mencakup empat jenis, yaitu (1) kompetensi pedagogik (2) kompetensi profesional, (3) kompetensi sosial, dan (4) kompetensi kepribadian. Persoalan yang muncul kemudian, bahwa guru yang telah memiliki kompetensi yang hanya berlandaskan pada asumsi bahwa mereka telah tersertifikasi, tampaknya dalam jangka panjang sulit untuk dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Bukti tersertifikasinya para guru adalah kondisi sekarang, yang secara umum merupakan kualitas sumber daya guru sesaat setelah sertifikasi. Karena sertifikasi erat kaitannya dengan proses belajar, maka sertifikasi tidak bisa diasumsikan mencerminkan kompetensi yang unggul sepanjang hayat. Pasca sertifikasi seyogyanya merupakan tonggak awal bagi guru untuk selalu meningkatkan kompetensi dengan cara belajar sepanjang hayat. Untuk memfasilitasi peningkatan kompetensi guru, diperlukan upaya pengembangan kompetensi guru secara terus menerus dan berkelanjutan seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam tatanan globalisasi. Hal ini perlu dipikirkan oleh semua pihak yang berkepentingan, karena peningkatan kompetensi guru merupakan indikator peningkatan profesionalisme guru itu sendiri. (http://www.freewebs.com/santyasa/pdf/).
Fakta lain dari hasil penelitian menunjukkan  rendahnya profesionalitas guru di Indonesia dapat dilihat dari kelayakan guru mengajar. Menurut Balitbang Depdiknas, (http://goblogmedia.net), guru- guru yang layak mengajar untuk tingkat SD baik negeri maupun swasta hanya 28,94%, guru SMP negeri 54,12%, swasta 60,99%, guru SMA negeri 65,29%, swasta 64,73%, guru SMK negeri 55,91%, swasta 58,26%.
Fakta di atas menunjukkan bahwa masih banyak guru yang tingkat kelayakan mengajarnya belum memadai. Yang paling memprihatinkan adalah guru pada tingkat SD baik negeri maupun swasta, hanya 28,94 yang layak mengajar. Artinya sebagian besar guru SD tidak layak mengajar.
Salah satu fakta hasil temuan penelitian yang dilakukan LPMP Kalimantan Selatan masih ditemukan bahwa kemampuan profesional yang masih sangat rendah adalah pada komponen mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan yaitu pada aspek mengikuti kemajuan zaman dengan belajar dari berbagai sumber, 5 (lima) dari 12 kabupaten menunjukkan kemampuan yang sangat rendah atau 47%. Aspek lainnya adalah pada aspek melakukan penelitian tindakan kelas, 4 (empat) dari 12 kabupaten menunjukkan kemampuan sangat rendah atau 30%.
Hasil uji kompetensi yang dilakukan terhadap 825 guru SD dan MI di salah satu kabupaten di Jawa Timur pada tahun 2008 hanya 1 guru yang memenuhi standar dengan nilai 8 pada bidang studi Bahasa Indonesia. Untuk bidang studi seperti Matematika dan IPS nilai para guru masih baik, nilai IPA di bawah standar, yakni 2 dan 5, dan tidak satupun guru yang lolos ujian Didaktik Metodik, 352 atau 42% guru peserta uji kompetensi memperoleh nilai 4 dengan nilai rata-rata 40. (VHR media, 18 November 2008).
Mencermati fakta tersebut di atas, maka perlu di ambil langkah strategis dan berkelanjutan dalam rangka membina guru baik yang sudah disertfikasi maupun yang belum.
Pembinaan guru harus berlangsung secara berkesinambungan, karena prinsip mendasar adalah guru harus merupakan a learning person, belajar sepanjang hayat masih dikandung badan. Sebagai guru profesional dan telah menyandang sertifikat pendidik, guru berkewajiban untuk terus mempertahankan profesionalitasnya sebagai guru.
Desain jejaring kerja (networking) peningkatan profesionalitas guru berkelanjutan telah dilakukan dengan melibatkan Instansi Pusat, Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (P4TK), Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) dan Dinas Pendidikan Propinsi/Kabupaten/Kota serta Perguruan Tinggi setempat.
Selain pemberian sertifikat pendidik, upaya lain yang dilakukan untuk meningkatkan profesionalisme guru adalah melalui pelatihan-pelatihan, baik yang dilakukan oleh lembaga diklat maupun yang dilakukan oleh organisasi profesi guru itu sendiri. Peningkatan profesionalisme dilakukan melalui pendidikan, pelatihan-pelatihan singkat maupun berkesinambungan, dengan pembiayaan dari pemerintah, yang dikenal dengan Continuous Professional Development (CDP) (Baedhowi, 2009).
Bebeberapa upaya yang dilakukan dengan pendekatan CPD ini adalah dengan memberdayakan unsur Kelompok Kerja Guru (KKG) dan Munyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) dan Munsyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS), LPMP dan P4TK, Perguruan Tinggi (PT/LPTK), dan assosiasi profesi.
Pada 2009 Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) menganggarkan dana Rp 1,2 triliun untuk meningkatkan kompetensi guru melalui lembaga diklat dan kelompok kerja guru yang tersebar di kabupaten dan kota. Dari dana yang dianggarkan tersebut, sebesar Rp. 496 miliar di antaranya digunakan untuk meningkatkan kompetensi guru SD di daerah terpencil (http://www.kapanlagi.com/h/). Besarnya dana yang dianggarkan adalah merupakan salah satu indikator keseriusan pemerintah dalam upaya meningkatkan profesionalisme guru.
Indikator keseriusan pemerintah dalam upaya meningkatkan profesionalisme guru perlu didukung usaha-usaha lain yang lebih terencana, sistematis dan berkelanjutan. Hal ini perlu dilakukan mengingat besarnya jumlah guru yang perlu dikembangkan. Pada sisi lain keberadaan guru tersebar pada beberapa daerah baik perkotaan maupun di daerah pedesaan dan terpencil. Melihat hal tersebut, maka kelihatannya perlu dipikirkan dan dilakukan upaya lain dalam pengembangan guru.
Pembinaan profesi guru secara terus menerus (continuous profesional development) menggunakan wadah guru yang sudah ada, yaitu kelompok kerja guru (KKG) untuk tingkat SD dan musyawarah guru mata pelajaran (MGMP) untuk tingkat sekolah menengah. Aktifitas guru di KKG/MGMP tidak saja untuk menyelesaikan persoalan pengajaran yang dialami guru dan berbagi pengalaman mengajar antar guru, tetapi dengan strategi mengembangkan kontak akademik dan melakukan refleksi diri.
Sutjipto (2009) menawarkan beberapa pikiran dalam kaitannya dengan pengembangan guru, salah satunya adalah perlunya strategi dan usaha untuk menciptakan dan mengembangkan sistem yang mengedepankan budaya guru untuk belajar berkelanjutan. Sistem pembenahan dalam pendidikan dan pengembangan guru tidak ditujukan hanya sekedar formalitas dan legalitas saja serta sistem pembenahan dalam pendidikan dan pengembangan guru tidak ditujukan hanya sekedar formalitas dan legalitas saja.
Mencermati pemikiran tersebut, jelas tergambar bahwa hanya dengan kucuran anggaran yang besar belumlah cukup dalam upaya pengembangan profesionalisme guru. Perlu dipikirkan upaya lain yang mungkin lebih efesien, efektif, sistematis, dan berkelanjutan. Sehingga dapat menjangkau semua guru yang jumlahnya sangat besar dan tersebar pada beberapa daerah, terutama pada daerah terpencil.
Mengingat peranan guru yang sentral dalam proses belajar mengajar, dapat dikatakan bahwa kualitas pendidikan di sekolah itu sangat ditentukan oleh kualitas kemampuan guru, meskipun ada faktor lain yang terkait. Konsekuensinya, apabila kualitas proses pendidikan pada suatu jenjang pendidikan ditingkatkan maka kualitas kemampuan guru perlu ditingkatkan pula. Demikian juga sebaliknya, apabila kualitas pendidikan itu disinyalir kurang sesuai dengan harapan masyarakat, tentu yang akan lebih dulu mendapat tudingan adalah guru. Kita sering juga mendengar keluhan dari beberapa masyarakat tentang kualitas kemampuan guru dalam melaksanakan tugasnya.
Tugas dan peran guru dari hari ke hari semakin berat, seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Guru sebagai komponen utama dalam dunia pendidikan dituntut untuk selalu mampu mengimbangi bahkan melampaui perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang dalam masyarakat. Melalui sentuhan guru di sekolah diharapkan mampu menghasilkan peserta didik yang memiliki kompetensi tinggi dan siap menghadapi tantangan hidup dengan penuh keyakinan dan percaya diri yang tinggi. Sekarang dan ke depan, sekolah (pendidikan) harus mampu menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas, baik secara keilmuan (akademis) maupun secara sikap mental.
Gurulah yang berada digarda terdepan dalam menciptakan kualitas sumber daya manusia. Guru berhadapan langsung dengan para peserta didik dikelas melalui proses belajar mengajar. Di tangan gurulah akan dihasilkan peserta didik yang berkualitas, baik secara akademis, skill (keahlian), kematangan emosional, dan moral serta spiritual. Dengan demikian, akan dihasilkan generasi masa depan yang siap hidup dengan tantangan zamannya. Oleh karena itu, diperlukan sosok guru yang mempunyai kualifikasi, kompetensi, dan dedikasi yang tinggi dalam menjalankan tugas profesionalnya. Dengan kata lain bahwa sangat tidak mungkin bisa menghasilkan peserta didik yang memiliki penguasaan kompetensi tinggi bila guru hanya memiliki kompetensi seadanya.
Sebagi tenaga profesional, guru dituntut memvalidasi ilmunya, baik melalui belajar sendiri maupun melalui program pembinaan dan pengembangan yang dilembagakan oleh pemerintah atau masyarakat. Sejalan upaya meningkatkan profesional guru, Rusman (2010) mengemukakan bahwa rendahnya kualitas pendidikan saat ini merupakan indikasi perlunya keberadaan guru professional. Lebih jauh di uraikan bahwa guru tidak hanya sebatas menjalankan profesinya, tetapi guru harus memiliki interest yang kuat untuk melaksanakan tugas sesuai dengan kaidah-kaidah guru yang dipersyaratkan.
Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan profesional guru adalah melalui pelatihan. Menurut Suwondo, (2003) program peningkatan kemampuan profesional guru adalah peningkatan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan dan pengalaman melalui program magang atau on the job training. Lebih lanjut dikemukakan bahwa seorang guru minimal mengikuti kegiatan peningkatan kompetensi dua kali dalam lima tahun. Hal ini didasarkan pada dua hal. Pertama, agar mereka dapat mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) yang demikian cepat. Kedua, untuk memberi kesempatan kepada yang bersangkutan agar dapat memenuhi persyaratan angka kredit atau kenaikan pangkat atau jabatan. Hal ini mengisyaratkan bahwa pelatihan bagi guru perlu dilakukan secara berkesinambungan. Melalui pelatihan yang berkesinambungan, maka diharapkan seorang guru dapat secara terus menerus meningkatkan dan memperharui kompetensinya seiring dengan perkembangan IPTEK.
Pengembangan profesionalisme guru diarahkan untuk penguatan kompetensi guru berdasarkan standar kompetensi guru, (pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional). Cara pengembangan profesi dapat dilakukan melalui (antara lain); forum KKG/MGMP, seminar/workshop, penerbitan majalah ilmiah, lesson study, pelatihan, dan studi lanjut
Pengakuan terhadap pentingnya pendidikan dan pelatihan (Diklat) sebagai salah satu upaya peningkatan profesional guru mungkin sudah tepat. Tapi masalahnya banyak diklat yang diselenggarakan, tidak atau kurang memenuhi kebutuhan sesungguhnya. Diklat yang dilakukan kadang hanya didasarkan pada anggaran, sehingga program pelatihan yang dilakukan hanya disesuaikan dengan jumlah anggaran yang tersedia. Masalah lain yang sering terjadi adalah diklat yang diselenggarakan didesain dari pusat, guru hanya mengikutinya saja. Sehingga terkadang diklat yang diikuti tidak sesuai dengan kebutuhan guru tersebut, atau kadang hanya sekedar untuk mengumpulkan sertifikat untuk kenaikan pangkat, tidak didasarkan pada kebutuhan peningkatan profesional guru secara berkelanjutan. Akibatnya investasi yang ditanamkan melalui diklat kurang dapat dilihat hasilnya. Pada akhirnya pelatihan yang diberikan kepada guru tidak mampu meningkatkan mutu pendidikan.
Timbulnya masalah ini tentu disebabkan banyak hal. Salah satu penyebabnya adalah tidak dilakukannya Needs Assessment terhadap pelatihan-pelatihan yang dilakukan. Banyak hal yang terjadi  diakibatkan tidak dilakukannya needs assessment tersebut, misalnya kurikulum pelatihan yang didesain tidak tepat sasaran, kebutuhan guru dengan materi pelatihan tidak sesuai, metode dan sasaran pelatihan tidak relevan dengan tujuan pelatihan yang ditetapkan.
Sejalan dengan hal tersebut di atas, Pusat Inovasi Balitbang Depdiknas (Saondi, 2010) mengemukakan bahwa terdapat tiga permasalahan yang berkaitan dengan peningkatan mutu guru dalam pembangunan pendidikan, yaitu; a) sistem pelatihan guru; b) kemampuan profesional; c) profesi, jenjang karier dan kesejahteraan.
Hubungannya dengan sistem pelatihan guru, maka implikasi yang dapat diambil berupah langkah-langkah sebagai berikut; a) adanya sistem pelatihan guru yang didahului dengan needs assessment sesuai dengan kondisi daerah masing-masing, b) adanya koordinasi sistem monitoring  dalam penyelenggaraan pelatihan guru, c) melakukan penilaian proses dan dampak terhadap efektifitas dan efesiensi pelatihan guru oleh lembaga independen, d) membentuk dan pemberdayakan pusat-pusat pelatihan.
Mencermati permasalah yang timbul dalam hubungannya dengan efektifitas dan efesiensi pelaksanaan pelatihan guru yang masih dipertanyakan, maka perlu dicari alternatif model pelatihan yang mampu memberi solusi terhadap masalah tersebut. Salah model pelatihan yang dapat dipilih adalah model pelatihan berbasis kompetensi.
Pelatihan berbasis kompetensi diperlukan karena secara tradisi atau konvensional pelatihan yang selama ini terjadi hanya menghasilkan peserta pelatihan yang hanya memiliki pengetahuan apa yang harus dilakukannya, tapi tidak mampu mengimplemtasikan dalam tugasya sebagai guru. Sementara pada model pelatihan yang berbasis kompetensi, peserta setelah selesai mengikuti pelatihan diharapkan tidak saja sekedar tahu tetapi juga dapat melakukan sesuatu yang harus dikerjakan.
Dalam sistem berbasis kompetensi, pelatihan difokuskan pada kinerja aktual baik kinerja individu maupun kinerja organisasi. Sementara dalam model pelatihan tradisional setiap peserta akan mengikuti pelatihan yang sudah dirancang. Kemudian agar supaya kinerja pembelajaran dapat diketahui, maka peserta melakukan pre dan post test yang sudah dirancang. Setelah selesai pelatihan para peserta akan mendapat sertifikat atau piagam.
Dalam sistem pelatihan berbasis kompetensi tahap awal yang harus dirumuskan adalah fungsi-fungsi apa yang harus dilakukan seseorang dengan baik. Dari uraian tersebut maka suatu pelatihan dirancang agar peserta dapat menjalankan fungsinya sesuai standar. Dengan demikian, seorang guru yang sudah mengikuti pelatihan berbasis kompetensi diyakini dapat menguasai standar kompetensi yang telah ditentukan. Setelah itu peserta pelatihan akan
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mendapat pengakuan kemampuan mengerjakan fungsi-fungsi standar berupa sertifikasi.
Berdasarkan dari gambaran umum pada latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat dikemuakan rumusan masalah sebagai berikut: PENGARUH KOMPETENSI DAN PELATIHAN GURU TERHADAP PROFESIONALISME GURU PADA SDN KARANGTANJUNG”

1.2. Rumusan Masalah

Rumusan pertanyaan penelitian berdasarkan masalah pokok di atas adalah:

a. Bagaimana profil kompetensi guru kelas pada SD Negeri Karangtanjung.yang ada saat ini?
b. Bagaimana peta kebutuhan pelatihan berbasis kompetensi untuk peningkatan profesionalisme guru kelas pada SD Karangtanjung?
c. Kompetensi apa saja yang dibutuhkan untuk pelatihan peningkatan profesionalisme guru kelas pada SD Karangtanjung?
1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari pertanyaan penelitan yang telah dirumuskan, maka penelitian ini bertujuan untuk:
a. Mendeskripsikan profil kompetensi guru kelas pada SD Negeri Karangtanjung.
b. Menyusun peta kompetensi kebutuhan pelatihan guru kelas pada SD Negeri Karangtanjung berdasarkan hasil penilaian kebutuhan pelatihan (training needs assessment)
c. Mengindentifikasi kompetensi-kompetensi yang dibutuhkan oleh guru  SD Negeri Karangtanjung untuk di latihkan dalam rangka meningkatkan profesionalismenya.

1.4. Manfaat Penelitian

a. Secara Teoritis

Penelitian ini difokuskan pada peran analisis kebutuhan dalam mengindentifikasi kesenjangan (gap) terhadap kompetensi calon peserta pelatihan. Pelatihan yang didasarkan pada hasil analis kebutuhan, diyakini dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pelatihan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pengelola pendidikan dan pelatihan mengenai pentingnya melakukan analisis kebutuhan pelatihan, sehingga pencapaian tujuan pelatihan dapat tercapai lebih optimal.
b. Secara Praktis

1) Hasil penelitian diharapkan menghimpung data dan informasi program-program pelatihan apa saja yang dibutuhkan oleh guru untuk meningkatkan profesionalisme guru.
2) Menjadi pedoman bagi pihak-pihak terkait (Dinas Pendidikan, LPMP, dan P4TK) dalam melaksanakan pelatihan peningkatan profesional guru dengan barbasis needs assessment.
3) Menjadi bahan evaluasi bagi pihak-pihak terkait (Dinas Pendidikan) terhadap efektifitas pelatihan dalam meningkatkan profesional guru.
4) Bagi mahasiswa (Peneliti), melalui penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan keterampilan memperoleh, mengolah, menganalisis, mensintesis, dan mempresentasikan informasi.

